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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemillhan Umum Kabupaten
Tasikmalaya tentang Penunjukan dan Penetapan
Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesi Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

jdih.kpu.go.id/jabar/tasikmalaya



Menetapkan

-3-

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan  Sekretariat Komisi  Pemilihan  Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356
Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian Intern
Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TASIKMALAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
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SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI  LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tasikmalaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas pada Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Masa tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud
pada DIKTUM KESATU selama masih terbentuknya
Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP).

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor
15 Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Penetapan
Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 7 Januari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
KABUPATEN TASIKMALAYA

ulpbagian Teknis Penyelenggaraan ttd.

AMI IMRON TAMAMI
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

No. Jabatan dalam Jabatan Kedinasan Nama
Satuan Tugas
Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga | Ami Imron Tamami, S.Pd.
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi
’ ’ H h P i, S.E.
1. Pengarah Masyarakat dan SDM Cecep Hamzah Pansurl, S
Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Intan Paramitha Sutiswa, S.Pd.
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Yugastiana Ainulyaqin, S.E.
2. Penanggungjawab Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Ade Abdullah Sidiq, M.Pd.
. . Gugum Purnama, S.E.
3. Ketua Sekretaris KPU Kabupaten Tasikmalaya NIP. 19750530 200701 1 003
) ) ) Elga Dirgantara Agustian,S.E.
4. k Kepal Teknis P 1 Pemil Huk
Sekretaris epala Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum NIP. 19830817 201012 1 003
L. Ricky Romanzah, S.T.
Kepal K L k ’
epala Subbag Keuangan, Umum dan Logisti NIP. 19870920 201012 1 003
) Agung Adhisetiono, S.E.
Kepal P D Inf
5 Anggota epala Subbag Perencanaan, Data dan Informasi NIP. 19850101 200912 1 004
Kepala Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Rani Megasari, S. IP.
Sumber Daya Manusia NIP. 19831113 200501 2 005
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Jabatan dalam

) K N
No Satuan Tugas Jabatan Kedinasan ama
Aninda Zoraya Putri, S.H.
Pelaksana NIP. 19941008 202012 2 011
Pelak Koswara
et NIP. 19730725 200701 1001
Pelaksana. Adrianne Farida, S.IP.

NIP. 19860317 202012 2 006

Anggota merangkap

Dede Suherlan, S.Kom.

P
Dpemtor SEIF Elaksana NIP.19880503 202012 1 005
Afifatu Rizqillah, A.Md.
Relaksana. NIP. 19960104 202012 2 011
PPPK Cepi Cahaya, S.Kom.
NIPPK. 197410272024211000
PPNPN Lusi Irmayanti, S.IP.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
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KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

No. Jabatan Tugas
1. Pengarah 1. Melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
2. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar
operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
3. Melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
2. Penanggungjawab Mengarahkan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;
2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;
3. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Ketua 1. Merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;

2. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;
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No. Jabatan Tugas
. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah pada Sub Bagian di Lingkungan KPU Kabupaten Tasikmalaya;
. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada
Penanggungjawab.
4. Sekretaris . Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah;

. Membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang

telah ditetapkan;

. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah;

. Melaksanakan parameter dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang

digunakan dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

. Membantu dalam koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah pada Sub Bagian di Lingkungan KPU Kabupaten Tasikmalaya;

. Membantu ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
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No. Jabatan Tugas
7. Melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali; dan
8. Menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

S. Anggota 1. Membantu merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;

2. Membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian;

3. Membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam
setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian;

4. Membantu dalam memantau Progres pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di masing-masing Sub Bagian;

5. Membantu menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta
sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian;
Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
Membantu melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu
kendali;

8. Membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.

6. Anggota merangkap Mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali;

Operator SPIP 2. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
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No.

Jabatan

Tugas

3. Membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subhagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Elga Dirgantata Agustian
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